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DIMENSI-DIMENSI POKOK CHECKS AND BALANCES
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA "

Oleh: Drs. H. Noorsyamsa Djumara, M.5i, ?

Perubahan konstelasi kepolitikan nasional kontemporer pasca Pemilu 2004 membawa tuntutan
perlunva dirumuskan kembali hubungan eksekutif legisiaiif vang lebih seimbang dan harmonis.
Hanya dengan kemitrasefajaran (checks and balances) yang efektif, maka formulasi maupun
implementasikan kebijakan dan program-program pembangunan dapat berfalan dengan baik.
Selain itu, checks and balances memegang peran penting untuk menciptakan stabilitas
ekonomi dan politik doerak sebagai prasyarat dasar membangun daerah. Makalah ini
menawarkan 6 (enam) Prinsip dasar dari checks and balances vang periu dikembanghkan
sebagal dasar etika penvelenggaraan pemerintah (Khususnyva oi doerah) dalam semangar
reformasi birokrasi,

—_——————————————

Latar Belakang Perlunya Checks and
Balances

Reformasi total dan fundamental vang terus
bergulir sejak mntuhnya Orde Baru telah
membawa pengaruh vang positif terhadap
pola penyelenggaman dan keberfungsian
sistem.  pemenntahan dan  pembangunan
nasional baik di ingkat pusat mavpun daerah.
Berbagai aspek kebijaksanaan, kelembagaan,
prosedur dan tata laksana pemerintahan dan
pembangunan, mutu sumber daya manusia,
sistemn informasi  pemenmahan  dan
pembangunan, maupun sistem pengawasan

dan pengendalianmya secara bernahap terus
mengalami penyempumaan. Lahimva paket
UU Bidang Politik tahun 2002, menandai
perubshan  vang rmdikal dan  sistem
pemeriniahan sentralistik otoritarian menjadi

Disisi lain, lahimva UU Nomor 22 dan 25
Tahun 1999 juga menandai pola manajemen
pembangunan daerah dani pendekatan fop-
down vang berorientasi efisiensi. menjadi

) Tulivan imi parnoh dipresentauben pads Lokakarya Tate Hubingan Kerjo Antara Eleseiouny dan Lagisloni)f di

Propinsi Jawa Barat, Lembang, & Okiober 2004,

2 Deputi Lambago Adminisiran Negara Bidang Fembinoon Pendidikan dan Pelatihan Aparair
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pendekatan
mementingkan

hottom-up vang  lehih
terjadinya proses
pemberdavaan segenap  potensi  banpsa
Dalam ~ hal ini, langknh-Tangkah
kebijaksanann deregulasi, debirokranisasi dan
desemralisasi  telah dinetapkan dan
dilaksanakan sclungga mampuo mendorong
pemingkatan  pernnan, fungs, dan struktur
adminisirasi  pemenmntahan  (khususnyn  di
diemah). Pada pgilimnnys. proses imi
diharapkan dapat menciptakan klim yang
janh  lebih kondusif o dasrah  dalam
menghadapi tantangan perubalan lingkungan
pemermiahan dacrabh vang bersil modern,
professional. akuntsbel, dan berkinerja tingg
global, sckaligns memennhi  tuntuian
magyarakat lokal akan sebuah figur

Untuk membangun  sosok  pemeriniahan
dasrah wvang seperti i, jelas dibutuhkan
adanya kemitrasejaparan antara Eksekutif dan
Legislatif, serta kesepahaman dalam memfor-
mulasi dan mengimplementasikan kebijakan
dan program-program pembangoman. Hamya
dengan hubungan yang harmonis aniam
policy makers dengan berbagai pihak terkait
(stakeholders) inilah, dapat diharapkan
terwujudnyva  kepemerintahan daerah vang
batk dan kuat (goed and stromg local
governance).

Keserasian hobimgan kega antar akior dan
institusi  politik di  tingkat grageoo!  ini
semukin  penting  mengingat  adanya
perubahan Konstelasi kepolitikan nasional
kontemporer pasca  Pemilu 2004, yvang
cenderung mengarah pada polansasi kekuatan
politik nil. Dalam hal ini. 1erdapat indikasi
terbentoknva dus poros kekuatn mmna yang
direpreseniasikan oleh Koahsi Kebangssan
disatu sis1 dengan Koaliss Kerakyvatan disisi

Iain. Kondhisi di tingkat Pusal tadi, secara
langsung maupun tidak langsung, berimbas
pula terhadap sitwasi dan  iklim pohiik
(political climate) di tnghka lokal.

Kekhawatitan  terjadinva  nvalias  antar
mnstansi atau antar faks: dalam suatu instans,
bukanlah hal yang berlebihan. Pengalaman
berbagai daerah penode 1999-2004 vang lalu
menunjukkan betapa kerasama yang mapuh
antara unsur eksckuti§ dan legislatf telah
menimbulkan suasana yang tidak kondusif
bagi berjalannya tugas dan  Tungsi
pemerintahan  dacrah  Pada  saal  yang
bersamaan, rivalies tadi juga berdampak
buruk terhadap proses pemberian lavanan
umum (public service delivery) dan upayi
peningkatan  kesgjahleraan  masyarakat
(peaple 's welfare).

Praktek-praktek politk yang telah terjadi
terschut, kiranya pantas dijadikan sebaga
pengalaman dan pembelajaran bagi para
pelaku politik saat ini unmk mmcipwlt:an
scbuah tatanan politik yang lehil berimbang,
saling menghormati, saling mengisi, dan
saling mmdulmug saty sarma lan Dalam
kaitan ini, hubungan antar lembaga yang
benmbang adalah hakikat dari fungsi checks
and balances. Dengan kata lan, jika fungsi
checks and balanceés dapat diaplikasikan
secara benar, maka adanya kekuatan politik
vang terschar manpum fenomena pengelom-
pokan kekuatan politik, tidak akan berdam-
pak meganl terhadap upayva membangun
pemerintahan daerah vang kuat dan solid.
Pembentukan  koalismi  dan  faksionalisme
sendin, dalam khazanah palitik
sesungguhnya adalah hal yang sangat lazim.
Esensi dan koalisi im adalah pemihakan
(alignment) danfatan penggabungan
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(grouping) beberapa  kelompok/golongan
kedalam suatu wadah tertentu yang dianggap

mampu  merjadi medm  komunmikas  untuk
memperjuangkin  kepentingan  bersama
{common interest)

Hahkan jika trend koalisi tadi dapat di-
manage secara  baik, justru akan dapat
menjadi  kekuatan barmu dan fakior kunc
(determimant) uniuk mengakselerasi
pembangunan dacrah. Dengan kata lain,
pembenshan fungsi checks amd  Balances
memegang peran penting unink menciptakan
stabilitas ekonomi dan politik dacrah sebagai
prasyarat dasar membangun daerah.

Prinsip checks and balances sendin basanya
diterapkan di negara-negara yang menganut
paham demokrasi Istilah i pertama kali
dimunculkian oleh Montesquien pada Abad
Penceraban (Enlightenment). Prinisp ini lahir
sebagm hasil dan ajaran  klasik tentang
pemisahan kekuassan (separation of power),
dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi
negara oleh Amerika  Serikat (USY
Constitution | 789),

Suatu negara atau  pemerintah  dikatakan
memiliki sistemi checks and balances vang
efekuf jika tidak ada satu-pun cabang
pemermiahan  vang memiliki  kekuasaan
dominan serta dapal dipengaruhi oleh cabang
lainnya (4 government is said to have an
effective system af checks and balanees if no
one branch of government holds total pawer,
and can fe overridden by another). Sistem
checks and halmces ini memiliki dua
komponen, yvakm hak untuk ikut memeriksa/
menilai/mengawast/mencar) konfirmasi
terhadap suatu keadaan (the right to check):
serfa alal untuk mencari keseimbangan (the
meany to actively balance owf imbalances),

Mengenai  komponen  pertama vakmi
pemeriksaan, hal i mensvaratkan adanya
akses terhadap informasi dan hak unmuk
bertanyn,  Sedangkan  komponen  kedua
penyeimbang, membutuhkan wdanmya
mekanisme pengawasan untuk mencegah
suaty cabang pemermtahan melanggar atou
melewati kewensngan dimulikinya berdasar-
kan mandat peraturan perundang-undangan.

Etika Dasar Penyelenggaraan Negara dan
Pemerintahan (Ekselutif dan Legisiatif)

Penvelenggaman negara dan pemerintahan
haruslah didasari oleh nilai-nilsi dan eiika
yang menjadi penuntun para pelaku politk
dan pemerintahan dalam menjalankan tugas
dan kewajibannyn  Prinsip-prinisp  etika
sendin pada dasarnya teiah distur dalam UU
No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
MNegara wvang Bersih dan Bebas Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme. Secara lebih termeci,
clika yang harus dipedomam oleh segenap
penvelenggara negam  dan  pemerintahan
adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas Kepastian Hukum; Asas
Tertib  Penvelenggaraan  Negara,  Asas
Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan: Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas; dan
Asas Akuntabilitas, mermpakan asas umum
vang  harus  menjadi | pedoman  bam
penyelengaaraan negara dalam melaksanakan
[ugasnva, Arinva setiap penyelenggara
negara baik ditingkat pengambil keputusin
maupun ditingkat pelaksans, baik dalam
kegiatan  mengatur  maupun  melayam
masvarakal tduk boleh meninggalkan asa-
asas tersebul.

Kedua, para penyelenggara negara harus

menyeimbangkan antara  hak-hak  vang
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dimilikinya berdasarkan peraturan
perundang-imdangan vang berlaku. Adapun
hak penvelengeara negara ito terdini dart: hak
menerima  gaji, tunjangan.  dan  fasiias
lainnva scsuai dengan ketentuan pemturan
perundang= n yang berkaku;
menggunakan hak jawab terhadap setiap
teguran, tindakan dan atasanmya. ancaman
hukoman, dan  kntik  masyarakat; hak
menvampaikan pendapat di muka umum
secara  bertanggungjawab sesuai  dengan
wewenangnva, dan mendapatkan  hak-hak
lain sesuai denpan Keteniuan  peraturan
perundang-undangan ViTig berlaku
Sedangkan kewayiban vang harus dilakukan,
vaitu; mengucapkan sumpah atau janji sesuai
dengan agamanya schelum  memangku
jabatannya, bersedia diperiksa kekavaannya
sebelum, selama, dan setelah menjabat:
melaporkan dan mengumumkan kekayaannya
melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme; melaksanakan  tugas  Lanpa
membeda-bedakan suku agama, r1as, dan
golongan, melaksanakan tugas dengan penuh
rasa tanggung jawab dan tdak mclakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk
kepentingan  pribadi, keluarga,  kroni,
mavpun  kelompok  Selain itu, dalam
melaksamakan tugasnya penyelenggra negarm
berkewagiban  pula  untuk tidak
mengharmpkan imbalan dalam bentuk apapun
yang bernentangan  dengan  Kelenfuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
dan bersedia menjadi saksi dalam perkara
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya para
penyelenggama perfu ada pengaturan hubu-

ngan antar penvelenggara negara. oleh karena
diperlukan adanva hubungan vang harmoms
antar penyelenggam negara. Dalam hal i
masing-masing penyelenggara negara baik d
tingkat pengambil keputusan maupun di
tingkat pelaksana hendaknya menaati norma-
norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan,
dan etika vang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, Lebih konknt-
nya harus selalu berpedoman pada etika
kehidupan berbangsa, sepenti yang termaktub
dalam Tap MPR Nomor VI'MPR/2001.

Keempat, demi terwujudnya penyelenggar
negara yang bersih diperlukan peran seria
masyarakat dalam penyelenggaraan negara,
hal ini merupakan hak dan tanggung jawab

tugasnya, melainkan keterlibatan masyarakat
dalam hal tersebut  hendaknva didukung
dengan pembenian dan perlindungan hak-hak
dom  memberikan  informasi  tentang
penyelenggaraan  negara,  hak  untuk
mr:mpunél:h pelayanan vang sama dan adil
hak

bertanggung  jawab
penyelenggara negara. dan hak memperoleh
periindungan hukum.

Kelima, penvelenggara negara baik di tingkat
pengambil  kepulusan  maupun  para
pelaksanan hendaknya menyambul gembira
dengan dibentuknya komisi pemeriksa yang
telah  jelas  kedudukan, ftugas dan
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kewenangan, fungsi, keanggotaan dan proses
bekerjanva. Komisi imi  hendaknya  tidak
dianggap lawan bagt para penyelengpara
negara, tetap justru harus dianggap sebagai
parner yang akan membenkan koreksi dan
masplan  denu  kebamkan dan efektivitas
pelaksanasn  tugas para  penvelengeara
negarn

Keenam, segala peraturan  perundang-
undangan vang telah ditetapkan baik oleh
parlemen (MFR, DPR, DPD dan DPRD),
mumpun oleh eksekunnf serta norma-norma
vang tercanium dalam etika kehidupan
berbangsa, tdak akan berarti selama tidak
diberlakukanmmya sanksi-sanksi bagi
penvelenggama  negama yang  melakukan
pelanggaran etiks penyelenggaman negarm in.
Dengan demikizn gpabila penvelenggara
nigara selaln taat pada peraturan perundang-
undangan dan etika kehidupan berbangsa
vang ielah ditenfukan, maka akan tercipta
penyelenggaraan negara vang bersih dan
KKN dan memiliki kinerja dan citra yang
baik dimata masyarakat maupun bangsa-
judan prgamisasi pemerintahan vang baik,
Prinisp-Prinsip Checks and Balances

Meskipun sistem cheeks and balances hanya
mengandung dua komponen pokok, namun
sesungguhmya ada prinsip-prinsip lain yang
keseimbangan kekuatan tawar (bargaining
power) antar lembaga ini. Beberapa prnsip
vang dapat dimunculkan antara lain adalah:

1. Separation of Power.
Int1 gagasan im adalah bahwa kekuasaan
negara / pemenntah perlu  dipecah

kedalam dua stan lebih entitas mandiri
vang kuat (separgtion of powers is the
idea that the powers of a. sovereign
governmieni showld be split between fwo
or mare strongly independent entifies;
PREVERTINE any one person or group from
gaiming oo much power), Dengin
adanya pemecahan kekuoasaan kedalam
lebih dari dua lembaga im akan
menghindarkan penumpokan wewenang
pada satu pihak dan indlah  hakikat
checks and balances,

Namun dalam komeks [ndonesia, tidak
dikemal pemisabun  kekuasaan  secara
murni.  Sebalikmya, antar pemegang
kekuasaan  (power holders)  ditontut
untuk dapat bekerjasama secara  eral
berdasarikan prinsip kebersamaan.
Vision, Mission and Strategy of Power.
Imi berart bahwa adanva checks and
balances  nkan  bermumara  pada
tercapainya visi, misi dan strategi
pemerintah dacrah secara sinergis. dan
bukan pencapaian basil yang bersifal
parsial, Dalam paham separation of
power - yang murm, kinerja  suatu
pemegang  kekuasaan  dapat  terukur
secara parsial

Dalam konteks Jawa Barat, wvisi yang
dingrn dicapu adalah “Dengan fman dan
Tagwa Jawa Bamal schagai Propinsi
termaju di Indonesia, dan Mitra terdepan
Ibukotn MNegara” Sementara misi vang
ingin diwujudkan adalah:
s Menciptakan situasi vang  kondusif
melalui terselenggaranva  reformasi
politik vang sehat,
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o Mendorong  berkembangmya  masya-
rakat madani vang dilandasi nikai- miai
apgams dan nila-nilai budava daerah
(<alih asih, silih asah, silih asub, pikeun
ngawigudkeun masyarakal ang cageur
bageur, bener, pinter tur smger).

» Memmngkatkan pelayanan prima kepada
masvarakat melalw terselenggaranys
pemerintahan yang bersih dan terbuka

o Memanfaatkan potensi sumber dava
alam vamg  berkelamjutan  dan
berwawasan linglkungan

» Menjadikan Jawa Barat schagai kawa-
san vang menark untuk penanaman
modal

» Memberdayakan —potensi  lembaga
keuangan untuk mendorong usaha
ekonomi masyarakat

» Memberdavakan masvarakal melalui
pemanfaatan IPTEK vang bersumber
dari Perguruan Tinggl sena lembaga
penelitian dan pengembangan.

Visi, misi dan suategi Pemprov Jawa

Barat hanva dapat diwnjndkan  jika

didukumg oleh rasa  kebersamaan,

kesederajatan dan kesepahaman diantara
institusi vang ads di tatar Jawa Barat

Dengan kata lain, kekuasaan legisiatif

dan  eksekutif harus  benar-benar

diarahkan secara terpadu untuk mencapal
tujuan bersama (shared vison)

Equity of Fower.

Prinsip ini mengandung  pemahaman
halwa checks and balances
menghendaks adanya hak dan kewajiban
vang adil. proportional, dan merata
diantars lembaga publik yang ada lm
berari pula bahwa tanggung Jawab

5.

cksekutil (o, Gubermur) tidak dapit
diksakan leb  berst  dibanding
unggungiawab  legislatif  (cg. ketua
DPRD), atan schaliknya Yang terjadi
adalah  bahwa  keberhasilan  ataupun
kegagalan pembangunan di  daerah
adalah tanggungawab kolektil aparal
pemenntahan  (shared  rights  and
respansihility)

Dielegation and Distribution of Power.
Disina, checks and balances
menghendaki terjadinya pelimpahan dan
penyeharan keswenangan kepada unit-umt
kerja yang lebih kecil Dalam komieks
DPRD, kekuasaan legislatif dan fungsi-
fungsi dewan pada dasamya telah
ditururikan kepada komisi-komisi yang
ada. Dengan kata lmin, unit-umt kema
vang lebih kecil diberi kepercayaan scria
memiliki  otonomi  sebatas  bidang
(ugasnya masing-masing.

Accountability of Power

Hal ini mengandung pengertian bahwa
checks and balances akan “memaksa”
sctiap lembaga pemenntah untuk bekerja
BECHTA * cermal dan dapat
memperiang gungjawabkan seliap
kegiatannya.  Dengan  kata  lan,
penerapan  checks and  balances
merupakan  pencerminan  akuntabilias
dari kekuasaan /[ kKewenangan — vang
diemban snatu orgamisasi, baik eksekutif
maupun legistatif. Hal mi selams pula
dengan  adagium  dalam mu  pohitik
bahwa “tidak ada sam kekuasaan tanpa
pertamggangjawaban”

Share and Contribution af Fower,

. Prinsip mi mengandung mikna bahwi

checks and balances mensyaratkan
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dimulikinya  hak-hak  tertentu  bagi
lembaga  lemslatif  oniok  dapat
menjalankan  fungsi  kontrol  terhadap

lembaga. Dalam hubungan i, hak-hak
DPED yang telah diskomodir dalam LU
No. 22 Tahun 2003 tentang “Susuman
dan Kedudukan MPR., DFR, DPD, dan
DFRD" adalah Hak Imerpelasi, Hak
Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat
Pelaksanann hak-hak ini bukan berani
bahwa DPRD merupakan super ordinasi
dani Gubermur, tetapi lebih diarahkan
untuk tercapainya proses pemermiahan
dacrah yang transpamn dan akuntabe).
Pada tnpkat Posat dan Daemh dapat pula
dilihat adanya Hak Imsiatilf mengajukan
mncangan peraturan perundangan dan
Eksekutif, yang juga dapat dipandang
sebagai bentuk share and contribution of
power.

7. Control (Monitoring and Evaluation) of
Fower.
Meskipun fungsi dasar DPFRD adalah
uniuk mengontrol jalannya pemerintahan
dacrah, mamun prinsip checks and
balances juga menghendaki adanva
kontrol terhadap DPRED itu  sendin
Dengan demikian, konsep keseimbangan
tdak hanya terjadi antar lembaga-
lembaga publik tetapi juga antara
lembaga publik dengan masvarakat /
konstituennya.

Disamping primsp-prinsip tersebut  diatas,
masih ada beberspa prnsip penunjang lain
yang bisa dikembangkan dalam kerangka
penerapan checky and holances  dalam
penvelenggaraan  pemerintalan  daerah
Beberapa prinsip vang dapat ditambahkan
disimi antars lain bahwa checks and balances

Juga bersifat mom-dichatomy (Udak berpikir
dualistis dan memisahkan secara tegas antin
cksekutf  dan  legislanf),  mendorong
terbantuknya feam-hutdding (semangat komps
atyu korsa), serla svstemic and comprehensive
(mencakup semua aspek dan seluruh pibak /
slakeholders).

Hakikat dari prinsip checks and balances
schagaimana  dikemukakan diatas  adalah
bahwa semestinva tidak ada sekat-sekat
struktural maupun kultural yvang memisahkan
kekuasaan Legislatf — Eksekoutif — Yuodikatif
Diantara ketiga kekuasaan tadi, terdapa
saling keterhubungan (inferconmectedness),
saling ketergantungan (imferdependence), dan
irisan (intercourse) vang erat satn sama lam
Sebagaimana yang tegadi di AS (lihat
lampiran), konsep checks and balances
memungkinkan suatu  kekuasaan  tertentu
untuk  menjalankan  fungsi  (meskipun
minimal) pada kekuasaan lainmya.

Tujuan Penerapan Checks and Balances

Dari paparan  diatas, sesungguhnva telah
nampak beberapa manfast dan tujuan yang
bisa diperoleh dari penerapan prinsip Chechs
and Balances. Manfaal imi bisa berwujud
manfant terhadap DFRD (manfaal / tujuan
mternal) mavppon manfas untuk  kalangan
vang lebih luas yakni masvarakat di daerah
{manfaat / tujuan ekstemnal )

Manfaat internal yang bisa dicapai antara lain
meningkatkan kadar akuntabilitas
(accountability), transparans: (transparency),
keterbukaan (openmess), dan  penegakan
ataran hukum (rele of low) Disampmg o,
dengan adamyva checks and balamces ini,
DPRD  juga akan lebih mampu dalam
menjalankan  fungsi-fungsi dasarmva  dalam
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formulasi kebyakan atan peraturan dacrah
{faw making funchion), PENYUSUNAR ANELREMRAN
belania  daemh  (budgeting  funcrion).
penvaluran dan  penoosesan  asprms1  dan
kepentingan  masvarakal  (representalion
Junmcnon), sema  pengawasan  terhadap
implementasi  kebijakan  dan  jalanmya
pemermiaban daemb (conirolling funciion)
Dengan kata lam, DPRD diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi  manajemen
(manggement competence) serta perhindungan
terhadap hak-hak asas manusia (fnonar Fghts).

Sementara tjuan aiay manfasl ekstemal yang
dapsl dimkmati masvarakal loas  yakm
terpenuiunya hak-hak pubhk (public ng.i:ts-}
dalam hal pemenuhan informas mengenai
masalah  dan  kebijakan  pemerintzhan
(information disclosure), pemennban aspirasi
(aspiration  fulfiliment), jominan hak-hak
konstitusional (constinutional assurance), dan
scbagamva. Pada saat vang bersamaan,
hutumgan yang serasi amara cksekutf dan
legislatif juga dapat diharspkan dapal
melahirkan kebijakan publik yang berkualitas
dan mendorong terwujudnva good Jlocal

governance,  sehingps  dapat | menjadi
akselerator pembanguman  daerah  dan
kesejahteraan masyarakal

Prasyarat Checks and Balances

Walaupun implementasi ehecks and balances
menjanjikan manfaal vang luar brasa, namun
hal tersebw wdak muncul dengan tiba-tiba
Dialam hal mi, perlu diadakan prasavaral yang
memungkmkan berkembangnya checks and
balances tadi  secarn optimal.  Adapun
prasvaral  vang dibomhkan paling  tidak
meliputi empat aspek sebagai benkut:

o Proses  demokravsasi & ungkar  vdak
terputus. Anive, kesadaran untuk secara
terus menerus melakokan perbaikan baik
dan kalangan politisy, rokmt maupon
masyarakat loas, perlu dibma secam
berkelanjutan.

# Adanya pemahaman  konsep  politik
kenegaraan dan kepemerintahan vang bulat
dari segenap pelaku atau penyelenggara
negara. Pada saat yang sama, dibutuhlkan
pula adanya kedewasaan politik para
anggota DPRD khususnva dan masvarakat

pada umumnya.

o Adanya kesadaran unmuk memangku hak
dan kewajiban masing-masing SSCat@
terbuka dan bertianggungjawab,

Penutup

Penyempurnaan tata hobungan kega antara
cksekntif dengan legislatif dan internalisasi
prinsp checks and balances, sesungpuhnya
hanvalah usaha kecil untuk mewnjudkan cita-
cita besar membangun sosok pemerintahan
daerah vang demokratic (egalitarian loeal
governance), bersih dan kual (good amd
strong local governance), sena mendorong
perwujudan good soctev.



Tabel 1

Oimensi-Omensi Pokok Checks and Balances dslam Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah di indonesia

(Noorsyamsa Djumara)

& [Meeretion over

Model Checks and Balances Menurm Konstitusi AS 1789

when o enforoe the :
law

* [hseretion over how |
o rin government

sETvices

war (operstional
command of the

imilitary)

' Respannibility for

negolisting treaties :

* Tower lo appoit -
Juelgen, diplomats,
exeunlive minagers, |
anl execulive i
aidvisers

® Power to arrew,

et miwd senrch

e Civilian and military chains

obey the policies of high-
level officials.

® Power to determine what laws exist

operation of government
® Power to write laws limiting searches, nrrest, -
annd detentions

® Fawer o make laws concerning what

® Sole power (o declare wir

® Responsibility for ratifying treaties (Senate)

* Responsibility for confirming execulive
appointments [Senate)

® Power to aet the budget of the executive

® Power to impench and remeve execulive

officers (1wo-thirds majority)

® Power Lo sel limils

* Power to write Inws to constrain the intornal

regulations may be declared by the executive

;E' Adts ns & meulral medialon

when the execulive brings
ariminal or civil enforcement |
actionn, and has the power lo-
Mup inappropriate
enforoement

® lusuies warranis for searches
aned arrests

* hay declare actions of the
exscutive to be illegal

& Deiermines which laws
apply o any given ciss
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Ei—

Juaibcial

l I"uwar s wrrile I.lwl

- Power 1 18X,
brarraw money, sl
spend moRey

& Bole power 10
dicclare war

& Various other
poswers of the
federal govermment

o Sulspoiig power

. _h..l.ny wiedo lnws (bud this may
be overridden by & two-
thirds majority in both
[Ty

E- My reliass to enlorce certain
laws

® My refine to apend money
allocated for certain purposes

® Jole power 1o Wage wir

{uperational cosmumand of the
milibiry)

& Responsibility e makig
declnrations (for example,
decliring a siate of
EEEEEERLY) il
preml gating lawful
regulalions and exsculive
arders

» Executive Privilege (refusal
to submil 1o Jogialative
:ulm-ulm}

& Sole powar fo

it erpret the Low and
apply 1o pasticalsr
tinputes

& Power to delermbiz |

Ihe disposition off
mhﬂlﬂl

ls Appointed for lile
te Power W cnmpel
I restimony and the
pruduetion af

'f. Hulpuui.hﬂlijr ta l.ppﬂnﬂ

judies
® Power 1o grand pardons

; Mhmhrwnmﬂihﬁlpﬁ&n‘illm
membars,

|® Determines which laws ;

i Sahpumthmmnnlmd
amendments (by two-thirds majority and with
the consent ol tree-junrters of the statzs)

# Power 1o determing the size and snuctire of
1l courts

* Power o determing ihe budgets of the cotirts

® Responsibil ity for conlinming yodicial
EHTIRRES

® Sole powes Lo impeuch and remave judges

* Pawer lo determinie courts' junsdiction

(exoep Supreme Courl's erignal jurisdiction) |

10

-“.Mny' declure laws
unconatitulional end
unenforeenhle

apply 10 uny given case

i

. 'I"hn.ppull pracess ml"qﬂ.m i
uniform policies in o top- !
down fashion, bul gives :
cansiderable dizcretionin
individual onses 1o fow-fevel |
Judgen

# Bay only rule in cases al'nn
actual dispite brought
betweon actiual petithoners

s Polices i




